WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA KOTA SEMARANG
NOMOR 3. TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANC PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

Menimbang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA SEMARANG,

: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan

vang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang,
Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Semarang dilarang
menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun
juga yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya;

. bahwa dalam rangka lebih mempermudah kewajiban

pelaporan gratifikasi dan untuk meningkatkan kapabilitas
pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
dalam pengendalian gratifikasi, maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi Di  Lingkungen Pemerintah Kota
Semarang perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian

Oratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. % /




Mengingat

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wlayah Kabupaten Daerah
Tingkat I Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomeor 89];
f



Menetapkan :

10.

13,

12.

14,

16,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14J;

Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pengendalian  Gratifikasi Di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKAS] DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 21
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor
21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut : ¥ j




Pasal |

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

o P ow

10.

1

12.

13.

14.

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Kota Semarang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi vang selanjutnya disingkat KPK
adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan
wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inspektorat adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan,
mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur
pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, vakni uang, barang,
rabat (discount}, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya, baik vang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik.

Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan
pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan
dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Pejabat/Pegawal Pemerintah Kota Semarang yang selanjutnya
disebut Pejabat/Pegawai adalah Walikota, Wakil Walikota, Aparatur
Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD,
Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Semarang. ;

Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang yang selanjutnya
disingkat UPG Kota Semarang adalah unit kerja yang
bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi
dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Unit Pengendalian Gratifikasi Perangkat Daerah/BUMD yang
selanjutnya disingkat UPG Perangkat Daerah adalah unit kerja yang
bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi
dilingkungan Perangkat Daerah /BUMD Pemerintah Kota Semarang.
Penerima GCratifikasi adalah Pejabat/Pegawai atau pihak lain yang
mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/sosial lainnya dengan

Pejabat/Pegawai. .



15. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, badan hukum atau
lembaga vang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.

16. Pelapor adalah pihak vang melaporkan adanya penerimaan atau
pemberian gratifikasi.

17. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

18, Pihak ketiga adalah orang perorangan dan/atau badan hukum yang
pernah /sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja
atau sebagai mitra kerja vang terkait penerimaan, pemberian dan
permintaan gratifikasi.

19, Hadiah adalah setiap bentuk pemberian dan penerimaan ataupun
permintaan dalam bentuk uang, barang, rabat {discount), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, perjalanan cuma-cuma dan fasilitas sejenis
lainnya.

20. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan
mata uang Rupiah vang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs
beli (Rurs Tengah =M—Eﬂ pada hari tertentu.

2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu] bab yakni BAB V A
sehingga berbunyi sebagai berikut ;
BAB V A
PELATIHAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 15a

Dalam rangka peningkatan kapasitas penguasaan pengendalian
gratifikasi, maka dilakukan pelatihan bagi Pejabat Eselon Il dan III di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

3. Diantara BAB VIl dan BAB VIII disisipkan 1 {satu) bab yakni BAB VII A
sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB VIT A
SARANA PELAPORAN GRATIFIKASI
Pasal 17a

Masyarakat dapat melaporkan indikasi gratiﬁk-asi yang tidak dilaporkan
melalui e-mail upgkotasemarang@gmail com.

4. Ketentuan avat 1 Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 18

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilakukan
sosizlisasi baik kepada Pejabat/Pegawai maupun masyarakat.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
media elektronik maupun media non elektronik. y /
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5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19

(1) Pelanggaran vang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelapor penerima gratifikasi dan UPG PERANGKAT DAERAH terbaik

dapat memperoleh penghargaan dari Walikota Semarang,

Pasal 1

Peraturan Waliketa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Attt 200

"W'§

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang o
pada tanggal 2! friyint 4E

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADI Tiz! HAE%NTD

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 3 [




